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~ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAF

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN

BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.|
Nomor 40 Tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan pendelegasian we-
wenang pemberian perizinm bidang kegiabn
minyak dm gas bumi dalam rangka peldcsanaan
pclayanan terpadu satu pintu kepada Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Maodal d m ses- |

uai dengan ketentuan Pasal 7 ayat {2} Peraturan
Presiden Nemor 97 Tahun 2014 tentang Peny-
elenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu
rnendelegasikan wewenang pernberian perizinan

bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi ke-

pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mod-
al;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk sinkronisasi

pelaksanaan pemberian perizinan hidang keg-

iatan usaha minyak dan gas bumi sebagaima-

na diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017

"tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Min-
yak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten-
tang Pendelegasian Wewenang Pemberian Per-
izinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal; '

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik In-

4.

8.

donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten-
tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 ten-
tang Badan Koordinasi Penanaman Modal seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 ten-
tang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 2 10);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten-
tang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi d m Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan
pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Beri-
ta Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor
569);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PER-
IZINAN BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN
GAS BUM1 KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL.

(1

{2)

(3)

{4)

{1}

Pasal 1

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendel-

egasikan wewenang pemberian perizinan bidang

kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjut-
nya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak

substitusi.

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

merupakan izin yang menjadi wewenang Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-un-

dangan mengenai perizinan pada kegiatan usaha
minyak dan gas bumi, meliputi:

a. lzin Survei;

b. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;

¢. lzin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;

d. tzin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas
Bumi;

e. lzin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi; dan

f. lzin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pendelegasian kewenangan terkait lzin Peman-

faatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (Z) huruf b meliputi:

a. pemanfaatan data
umum, studi bersama, eksplorasi, eksploitasi,
untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di
dalarn negeri atau luar negeri; dan

hasil kegiatan survei

b. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk tu-
juan pembukaan data {disclose data} dalam
rangka pengalihan interest, terrnasuk pembu-
kaan data secara virtual.

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Perizinan yang di dalamnya terdapat

modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian we-

wenang pemberian Perizinan sebagaimana di-

A i g

(2)

{3)

(4)

(5)

(1

{2)

maksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi menunjuk Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi dengan status penugasan sebagai penva-
kilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerai un-
tuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan status
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi.

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu penyelesaian dan
memberikan konsultasi dalarn proses pemberian
Perizinan serta berkoordinasi dengan Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk dengan status penugasan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (), termasuk gaji
dan tunjangan kinerja, tetap berada pada Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan sta-
tus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menerima honorarium atau imbalan lain
vang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman
Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang

pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud

dalarmn Pasal 1, Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal dan Pegawai Negeri Sipil sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:

a. ketentuan perundang-undangan
mengenai pemberian Perizinan dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait;
dan

peraturan

b. Standar Operasional Prosedur yang berlaku
di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetap-

kan Standar Operasional Prosedur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).




Pasal 4

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam melaksanakan pendelegasian wewenang
pemberian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2} Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang
pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

(3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Maodal wa-
jib menyampaikan laporan pelaksanaan pendel-
egasian wewenang pemberian Perizinan setiap
3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral dengan tembusan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Perizinan

Pasal 5
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
dapat menarik kembali
pemberian Perizinan apabila:

pendetegasian wewenang

a. sebagian atau seluruh wewenang yang telah
didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya
karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral;

b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal men-
gusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau se-
luruh wewenang vang didelegasikan; dan/atau

¢. Kepala Badan Kcordinasi Penanaman Modal tidak
dapat melaksanakan sebagian atau seluruh we-
wenang yang telah didelegasikan.

Pasal 6

{1) Permohonan Perizinan yang telah diajukan ke-
pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan
diterbitkannya Perizinan aleh Kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal sesuai dengan keten-
tuan dalam Peraturan Menteri ini.

{2) Permphonan rekomendasi, persetujuan, dan ben-
tuk lain yang telah diajukan kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebelum ditetap-

" kannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses
penyelesaiannya oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

persetujuan,

(3) Segala perizinan, rekomendasi,
dan bentuk lain yang telah diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap ber-
laku sampai dengan berakhirnya masa berlaku
perizinan, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk

lain.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian We-
wenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas
Bumi dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penana-
man Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1135}, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri. ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone-
sia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

padatangal 16 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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